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ABSTRAK

Tujuan ini unuk mengetahui Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Barito Kuala Dalam Penyelenggaraan Balanja Daerah Di Bidang
Infrastruktur dan untuk mengetahui implementasi dan pelaksanaannya di daerah
apakah sudah sesuai dengan Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 149 ayat ( 1 ) tentang Pemerintahan Daerah.
Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti ke lapangan langsung dengan bahan
primernya data penelitian dengan turut serta ke lapangan dan meneliti atas
pelaksanannya di masyarakat.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Fungsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Dalam Penyelenggaraan
Belanja Daerah Dibidang Infrastruktur di sebagian wilayah belum merata dengan
diketahuinnya facta di lapangan dan berdasarkan survei kepuasaan masyarakat. Kedua,
strategi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito
Kuala Dalam Penyelenggaraan Belanja Daerah Dibidang Infrastruktur :

a. Pengembangan program kerja selama satu tahun dengan Tahun Anggran ,
apakah sesuai dengan pemenuhan dalam intensitas belanja daerah kepada para
lembaga-lembaga pelayanan masyarakat.

b. Peningkatan fungsi pengawasan, dengan mengacu kepada peraturan daerah
Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 Tahun Anggaran 2023.

Selain itu harus mempertimbangkan dan berdasarkan pada potensi masing-masing
daerah ( potensi fisik dan potensi non fisik) dengan mengedepankan keunggulan
masing-masing bagian di Barito Kuala.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Belanja Daerah.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemeritahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undangy
Nomor 23 Tahun 2014 merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Namun yang terjadi fungsi pengawasan daripada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Barito Kuala yang dikehendaki agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerinntahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 149 ayat (1) tidak berjalan sesuai
dengan kenyataan di masyarakat, disebabkan oleh bebereapa faktor baik secara
geografis, kurang ketersediaannya sumber daya manusia dan sistem yang kurang
sempurna.

Tujuan penelitian — ini  untuk mengetahui  bagaimana pelaksanaan dan
pertanggungjawaban dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala
Dalam Penyelenggaraan Belanja Daerah Dibidang Infrastruktur, dengan menggunkan
metode penelitian empiris dengan mengajukan kuesioner dan wawancara dari lembaga
terkait, selain daripada itu peneliti mengamati bagaimana pelaksanaan dilapangan
selama kurang lebih satu bulan dengan Kinerja dan implementasi yang dilakukan di
Kabupaten Barito Kuala.

Partisipasi dan peranan masyarakat dalam menyerap bagaimana pelaksanaannya
tersebut sejalan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan pada Tahun
Anggaran 2022 — 2023 ini , dengan beberapa aspek demikian menjadikan hal dalam
evaluasi atau tolak ukur dari sistem implementasi dan pertanggungjawaban itu berjalan
dengan seharusnya, dengan mengacu kepada aspek tranoaransi, akuntabel, dan
sistematis. Hal demikian sangat penting dalam mengetahui apakah kesejahteraan
masyarakat sudah tercapai dari program kerja yang dilakukan, dengan merangkul
masyarakat dalam ranah seluas Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini menempatkan
bagimana Anggaran Pedapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala sudah merata
dengan pembangunan daerah terutama di pembangunan infrastruktur. Maka hal



demikian ditempuh dengan penelitian empiris, yaitu penelitian terhadap data hukum
Primer, Sekunder , dan Tersier yang dikumpulkan dengan cara terjun secara langsung
melakukan pengamatan dilapangan dengan di bantu data — data dari instansi terkait.
Ketemudian Data Primer itu diolah dengan dianalisis dengan menggunakan tabel.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa bagaimana mekanisme dan
implementasi sudah sejalan dengan efektivitas dan pertanggungjawabkan di Dewan
Perwakilan Rakyat Dawerah Kabupaten Barito Kuala pada bagaimana peranan yang
dibantu olek skd Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala secara
transparansi, akuntabel dengan penetapan anggaran Pada Peraturan Daerah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 10 Tahun 2022 TA 2022 — 2023.
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